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Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat II. 

Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. 

Wiraswasta, Alamat Jin. Tanjung Sunga, No. 58, RT/RW 001/006, Kelurahan 

2. H. A. FATAWARI, Tempat Tanggal Lahir Makassar 30 Agustus 1969, Pekerjaan . 
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat I. 

Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. 

Wiraswasta, Alamat Jin. Tanjung Sunga, No. 60, RT/RW 001/006, Kelurahan 

1. LIEM T JIN MOE, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 27 Juni 1953, Pekerjaan 

Melawan, 

. 
Kecamatan Soreang Kota ParepareDalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 

Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanqqal 28 Maret 2019, yang 
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal5 April 

2019. Nomor: 479/PDT/2019/KB, 
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; 

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: 

LIBRAHMAN.S.H, & REKAN yang. berkantor di Jin. Pelita Raya, Ruko AS/80, 

Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus 
tertanggal 09 Februari 2018, yang telah didaftark~,n di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Makassar tanggal19 Maret 20H), Nomor:274/PDT/2018/KB; 

Oalam hal ini Penggugat Mencabut Kuasanya tertanggal 25 Maret 2019, 
selanjutnya memberikan Kuasa kepada MUH. H.Y. RENDI, S.H & REKANyano 

berkedudukan di Jin. Andi Makkasau Timur No. 251 Kelurahan Ujung Lare 

Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), Alamat JI. Kenari, No. 8, Batulappa, Sidenreng Rappang. 

Ors. H. ANDI SYAFIUDDIN A. ACHMAD. MH, Kewarganegaraan Indonesia, 

perkara gugatan antara : 

f ~ g \'i 
Nomo;2s~)o~12:-~.:, . KS \J . . ) ' ··. ( // 

" DEMI KEADILAN BERSADARKAN KETUHANAN YANG MAHA ~~ff 
Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 

perdata gugatan dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam 
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Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat IX. 

Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. 

9. NY. SATTARA, Tempat Tanggal Lahir Makassar 13 Desember 1968, Pekerjaan 

lbu Rumah Tangga, Alamat Jin. Tanjung Sunga, No. 48, RT/RW 001/006, 

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat VIII. 

Makassar. 

No. 16. RT/RW 003/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan ~amajang, Kata 

8. H. RIVAi, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jin. Tanjung Dangkai, 

·Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat VII. 

Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kata Makassar. 

Pensiunan, Alamat Jin. Tanjung Bira, No. 11, RT/RW 001/006, Kelurahan 

7. M. YUSUF ARIEF, Tempat Tanggal Lahir Lanipa, 25 Mei 1937, Pekerjaan 

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat VI. 

Makassar. 

RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa. Kecamatan Mamajang, Kata 

1962, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jin. Tanjung Dangkai, No .. 7, 

6. ALBERTIN JONNY THOMAS, Tempat Tanggal Lahir Makassar 24 November 

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat V. 

001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. 

Pekerjaan lbu Rumah Tangga, Alamat Jin. Tanjung Bira, No. 53, RT/RW 

5. Hj. HARDIANI MANSYUR, Tempat Tanggal Lahir Pangkep 16 Agustus 1960, 

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat IV. 

Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. 

Wiraswasta, Alamat Jin. Tanjung Bunga, No. 54, RT/RW 001/006, Kelurahan 

4. H. MUH. IDAR, Tempat Tanggal Lahir Sengkang, 15 Mei 1958, Pekerjaan 

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Ill. 

Mamajang, Kota Makassar. 
•/ 

Tanjung Sunga, No. 110, RT/RW 003/003, Kelurahan Sambungjavk, Kecamatan 

Jin. LIANG BENG T JIE, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Wiraswasti3, 
\ 
i 

3. 



17. JULIATI, Alamat Jin. Bulusaraung, No. 18 C, RT/RW 003/001, Kelurahan Pisang 

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat XVI. 

Mamajang, Kota Makassar. 

Tanjung Bunga, No. 52, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan 

16. NY. MAGDALENA, Umur 70 Tahun, Pekerjaan lbu Rumah Tangga, Alamat Jin. 

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat XV. 

Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. 

lbu Rumah Tangga, Alamat Jin. Tanjung Alang, No. 30, RT/RW 001/006, 

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat XIV. 

15. NY. WAHIDAH NUR, Tempat Tanggal Lahir Makassar 03 April 1967, Pekerjaan 

Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. 

Wiraswasta, Alamat Jin. Tanjung Bira, No. 19 8, RT/RW 001/006, Kelurahan 

14. BAHTIAR, Tempat Tanggal Lahir Sengkang 31 Mei 1971, Pekerjaan 

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat XIII. 

I 

001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. 

Pekerjaan lbu Rumah Tangga, Alamat Jin. Tanjung Bira, No. 15, RT/RW 

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat XII. 

13. NY. DOROTHI M. RUNTU, Ternpat Tanggal Lahir Tondano 29 Februari 1943, 

Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. 

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jin. Tanjung Bira, No. 61 I 63, RT/RW 001/006, 

12. GAFFAR DG. SIRIWA, Tempat Tanggal Lahir Bangkong Nuku 25 Juni 1976, 

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat XI. 

Makassar. 

59, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecarnatan Mamajang, Kota 

H. MUIN, Umur 75 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jin. Tanjung Bira, No. 

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat X. 

(1 \ 
10. MUH. AZIS, T empat Tanggal Lahir Sengkang . 11 Agustus 19~8, Pekf aan \; 

\ . 
Wiraswasta, Alamat Jin. Tanjung Dangkai, No. 5, RT/RW 001/006, Kelurahan~ 

. / 
Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. --~---· ~· 
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pe rka ra in i ;---------------------------------------------------------------------- ------------- 

tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili 

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 258/PDT/2019/PT MKS 

:a·elah membaca: 

-=::NGADILAN TINGGI tersebut: 

~ 
Selanjutnya disebut sebagal Turut Terbandlng semula Turut Tergugat. 

Makassar dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya. 

RT/RW 003/001, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota 

1..1. UMIA TY TADJUDDIN NOOR, dahulu beralamat di Jin. Bulusaraung, No. 18 A, 

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat XXIII. 

Pettarani No. 8, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. 

~3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, Alamat Jalan. A. P. 

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat XXII. 

Achmad Yani No 2, Kota Makassar. 

22. PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Cq. WALIKOTA MAKASSAR, Ala I a JI . 

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat XXI. 

Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kuta Makassar. 

21. SALEHA DG. MEMANG, Alamat Jin. Lasinrang, No. 16, RT/RW 003/003, 

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat XX. 

001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. 

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terquqat XIX. 

20. SOEJADARMIN DARSONO, Alamat Jin. Tanjung Sunga, No. 50 A, RT/RW 

Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. 

19. TITIK FIRAYANTI, Alamat Jin. Baji Nyawa, No. 21, RT/RW 002/001, Kelurahan 

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat XVIII. 

Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. 

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat XVII. \ , 
-~-~ / 

18. JEMMY YAFARI, Alamat Jin. Sungai Saddang I, No. 12, RT/RW oo=noo2, 

·, 
\ 

Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. 
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Penggugat; 

sengketa beralih kepemilikannya kepada Ahli Warisnya yaitu kepada 

dunia pada tanggal 25 Mei 1989, maka dengan sendirinya tanah obyek 

Desember 1977 ; 

(V. Bahwa berhubung karena ANDI BASO ANWAR ACHMAD telah meninggal 

luas 22. 100 M2, berdasarkan Akta Jual Beli No. 58 tahun 1977, tanggal 22 

tetapi yang dibeli oleh ANDI BASO ANWAR ACHMAD hanya 8.000 M2 dari 

15.000 M2, kemudian sebahagian lagi dijual oleh Ahli Waris ANDI ACHMAD 

kepada UMIATY TADJUDDIN NOOR (turut tergugat) seluas ± 37.000 M2. 

Kemudian UMIATY TADJUDDIN NOOR (turut tergugat) menjual kembali 

sebahagian tanah miliknya kepada ANDI BASO ANWAR ACHMAD, yang 

dikenal dengan Persil No. 28 c Diii, Kohlr No. 496 Cl, seluas 22.100 M2, akan 

kemudian dijual kepada Dinas PU Provinsi Sulawesi-Selatan dengan luas ± 

111. Bahwa setelah ANDI ACHMAD membeli tanah milik MUSDALIFAH DG. TE'NE, 

maka ANDI ACHMAD mendapatkan Kohir No. 496 Cl ; 

oleh ANDI ACHMAD adalah ± 59.500 M2; 

II. Bahwa setelah ANDI ACHMAD membeli tanah milik MUSDALIFAH DG. TE'NE 

M2, jadi luas keseluruhan tanah milik MUSDALIFAH DG. TE'NE yang dibeli 

11 Dvv seluas 26.000 M2 Dan Persil No. 44 b 011, seluas 3.700 M2 dan 1.400 

MUSDALIFAH DG. TE'NE dengan Kohir No. 262 Cl dengan Persil No. 28 a DI 

seluas 5.550 M2, Persil No. 28 c 0111, seluas 22.100 M2 dan 750 M2, Persil No. 

I. Bahwa tanah obyek sengketa awalnya ANDI ACHMAD membeli dari 

102/Pdt.G/2018/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

9 Februari 2018 terdaftar dalam register Nomor gugatannya tertanggal 

didalam surat Penggugat Menimbang, bahwa Pembanding semula 

TENTANGDUDUKNYAPERKARA 

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;---- 

mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;-;;;;.. . 

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassa~ Nomor 258/\DT/~ 9/PT ' 

MKS tanggal 25 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pen~ganti untuk 
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(ialanan) : 

sekarang sisanya tinggal ± 5. 90 M2 karena telah menjadi fasilitas umum 

VII. Bahwa dari luas 8.000 M2 yang dibeli oleh ANDI BASO ANWAR ACHMAD 

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa. · 

, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Bira. 

,,,. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Alang 

-.,, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanjung Sunga ; 

;, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Dangkai; 

Beli No. 58 tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977, seluas 8.000 M2, yang 

terletak di Jin. Tanjung Sunga, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, 

Kecarnatan Mamajang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut: 

ACHMAD dari UMIATY TADJUDDIN NOOR (turut tergugat) sesuai Akta Jual 

1977, seluas 8.000 M2; 

VI. Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dibeli oleh ANDI BASO ANWAR 

sengketa, berdasarkan Akta Jual Beli No. 58 tahun 1977, tanggal 22 Desember 

terhadap orang yang menguasai dan atau yang ada kaitannya dengan obyek 

untuk mengurus dan mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Makassar, 

ACHMAD. MH (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2016) 

Bahwa dari kedelapan anak ANDI BASO ANWAR ACHMAD, 7 (tujuh) 

diantaranya telah memberikan kuasa kepada Ors. H. ANDI SYAFIUDDIN A. 

1) Ors. H. ANDI SYAFIUDDIN A ACHMAD. MH (Penggugat) 

2) ANDI BURHANUDDIN 

3) ANDI SRIBULAN 

4) ANDI MANGGABARANI 

5) Hj. ANDI KUMALA SARI DEWI 

6) ANDI FAIZAH 

7) ANDI MUH. YUSUF, SH 

8) ANDI JAYA 

I Bahwa ANDI BASO ANWAR AC .1AD selain meninggalkan waris~n jug*ah 

meninggalkan Ahli Waris sebanyak 8 (delapan) orang anak, antara lail'.): 
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setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (lnkracht Van Gewijsde) ; 

sudah sepatutnya apabila Para Tergugat dan Tur~t Tergugat dihukum untuk 

membayar ganti kerugian kepada Penggugat, berdasarkan harga dasar tanah 

tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari tanah obyek sengketa, maka 

Penggugat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat 

Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan atau melanggar hak 

XI. Bahwa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan 

perkara ini ; 

Pasal 35 PP No. 40/1996, sehingga Turut Tergugat XXIII dilibatkan dalam 

diatas tanah obyek sengketa tersebut telah melanggar Pasal 40 UUPA dan 

Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa, · dengan demikian penerbitan 

sertipikat dan atau surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat xxm 

menduduki tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan atau se-izin dari 

diatas tanah obyek sengketa yang dipergunakan oleh Para Tergugat untuk 

I 

Bahwa Tergugat XXIII telah menerbitkan sertipikat dan atau surat-surat lainnya 

obyek sengketa tersebut kepada pemiliknya (Penggugat) ; 

Pemerintah Kota Makassar tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan tanah 

Daerah Tingkat II Ujung Pandang untuk menyetesaikan obyek tersebut bahkan 

telah disurati pada tanggal 25 Juni 1985 dan sampai dengan sekarang 

Mei 1981 maka orang tua penggugat selalu mendesak Walikotamadya Kepala 

Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 111/S.Kep/ANl/1981, tanggal 27 

Lette (para tergugat) berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala 

Bahwa setelah tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh korban kebakaran 

seizin dari orang tua penggugat ; 

111/S.Kep/ANl/1981, tanggal 27 Mei 1981 tanpa sepengetahuan dan atau 

....._,_;_,. 
penampungan korban kebakaran Lette berdasarkan Surat Keputusan 

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : . 

Bahwa pada tahun 1981 Pemerintah Kota Maka~sar (terguga\;. XXII) fecara 
\. 

melawan hukum menjadikan tanah milik orang tua penggu'ga.t sebagai 



.. 
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Kohir No. 496 C I ; 

tanggal 22 Desember 1977, seluas 8.000 M2, dari Persil No. 28 c Diii dengan 

3. Menyatakan sah transaksi Jual Beli antara UMIATY TADJUDDIN NOOR dengan 

ANDI BASO ANWAR ACHMAD berdasarkan Akta Jual Bali No. 58 tahun 1977 
' 

ANWAR ACHMAD ; 

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari ANDI BASO 

• Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 

oerbunyi sebagai berikut : 

eerkenaan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amarnya 

;:,engadilan Negeri Makassar atau Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua 

yang timbul dalam perkara ini. 

patut jika Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya 

XV. Bahwa karena perkara ini menimbulkan akibat hukum, maka sudah layak dan 

kekuatan hukum tetap (lnkracht Van Gewijsde) ; 

(sepuluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini telah mempuyai 

untuk membayar uang paksa (Dwang Soong) sebesar Rp. 10.000.000,- 

maka beralasan hukum apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum 

dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap (lnkracht Van Gewijsde) 

IV. Bahwa apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mentaati isi putusan 

Para Tergugat dan Turut Tergugat; 

terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum dari 

pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) 

kuat, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, segala penetapan dan putusan 

XIII. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti surat yang 

melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah obyek sengeta; 

Bahwa agar tanah obyek sengketa tidak dialihkan kepada piha~, lain f aka 

sudah sepatutnya apabila Penggugat bermohon kapada Ketua \~ngadilan 

Negeri Makassar atau Ketua Majelis Hakim Yang menangani perkara ~k./ 

XII. 
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dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat dan Turut Tergugat; 

1 O. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih 

Kepolisian ; 

tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat 

keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari 

tanah obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam 

9. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak di atas 

meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 

B. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat terbukti secara sah dan 

sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (lnkracht Van Gewijsde); 

sengketa dan atau dengan cara ganti rugi sesuai dengan harga dasar tanah obyek 

memindahkan bangunan yang dibuat/dibangun/didirikan diatas tanah obyek 

7 Menghukum Para Tergugat untuk membongkar/merobohkan kemudian 

sengketa tersebut tidak sah dan tidak mengikat ; 

6. Menyatakan sertipikat dan atau surat-surat lainnya yang terbit diatas obyek 

obyek sengketa tersebut ; 

sertipikat serta surat-surat lainnya yang dipergunakan oleh Para Tergugat diatas 

5. Menghukum kepada Tergugat XXIII untuk mencabut dan atau membatalkan 

Adalah Milik Penggugat. 

; Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Bira; 

). Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Alang; 

, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanjung Sunga; 

, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Dangkai; 

sebagai berikut : 

Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dengan batas-batas 

t Menyatakan bahwa sebidang tanah berdasarkan AktaJual Beli No. 58\tahu~77, 
\ 

tanggal 22 Desember 1977, seluas 8.000 M2, dari Persil No. 28 c dm dengan 

Kohir No. 496 Cl, yang terletak di Jin. Tanjung Sunga, RT/RW 001/006,. Kelurahan 
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- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat ditolak seluruhnya. 

: ~LAM EKSEPSI: 

,, 102/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 19 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut 

Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut didalam ~:agaimana 

~"'Sebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat 

4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. 

ini dapat dilanjutkan. 

mengadili perkara gugatan Nomor: 102/Pdt.G/2018/PN.Mks. 

3. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Nomor :102/Pdt.G/2018/ PN. Mks. 

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan 

• Menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat I. 

:.= ~agai berikut : 

acassar No 102/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 26 Maret 2018 yang amarnya 

didalam Negeri Putusan Sela Pengadilan terse but =-=.:,agaimana 

~ebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah rneniatuhkan putusan sela 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat 

- :': pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

..:.:abila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani perkara 

:.a I Atau 

niaya yang timbul dalam perkara ini. 

~ '; :.1enghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh 

Gewijsde), apabila tidak mematuhi isi putusan tersebut; 

:erhitung sejak perkara ini telah mempuyai kekuatan hukum tetap (lnkracht Van 

oaksa (Dwang Soong) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari 

: :. enghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang 

'.1akassar adalah sah menurut hukum ; 

\ 
obyek sengketa yang telah diletakkan sita jaminan oleh Penqadllan Negeri· 
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Membaca, memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat 

-::gugat XIX pada tanggal 17 Mei 2019 ;----------------------------------------------------------- 

-::gugat, masing-masing pada tanggal 9 April 2019, kepada Terbanding semula 

.1111, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX masing-masing pads tanggal 13 Mei 2019, kepada 

-= banding semula Tergugat Ill, V, VI, XII, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII dan Turut 

sacara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, IV, VII, ~ 

Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan ·-­ -- 
yang Makassar bahwa permohonan banding menyatakan ~geri 

· :2/Pdt.G/2018/PN Mks, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan 

Norn or Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding 

: sh Pe rad ila n Ting kat Banding;---------------------------------------------------------------------:.. 

".:"lior 102/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 19 Maret 2019, untuk diperiksa dan diputus 

::·mohonan agar perkaranya yang diputus oleh Penqadilan Negeri Makassar 

27 Maret 2019, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan ~ ggal 

:geri Makassar Norn or 102/Pdt.G/2018/PN Mks, yang menyatakan bahwa pad a 

Membaca, Akta Pemohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

:,; am persidangan pada waktu putusan dibacakan;----------------------------------------- 

1 .'11, XVIII, ~I. Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 9 April 2019, Tergugat 

· II dan Tergugat XXIII, masing-masing pada tanggal 22 Maret 2019, tidak hadir 

.'aret 2019 telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat Ill, IV, XII 

:_:usan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mks, •anggal 9 

• .rusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa a a 

tangani oleh ditanda +asinq-masinq Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mks, yang 

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Makassar 

sebelas ribu rupiah); 

hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 11.311.000,- (sebelas juta tiga ratus 

\. 
1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. \: 

2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang tim~ul dalam perkar~an~f 

-ALAM POKOK PERKARA: 
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1anggal 24 Mei 2019 dan kepada Terbanding semula Tergugat XVI pada tanggal 19 

XIX pada tanggal 17 Mei 2019, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada 

VI, XII, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII dan Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 9 

April 2019, kepada Kuasa Para Terbanding semula Terquqat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, 

XI, XIII, XIV, XV, XX pada tanggal 13 Mei 2019, kepada Terbanding semula Tergugat 

Makaaaar bahwa telilh rnamberitahukan kapada Terbanding semula Tergugat Ill, V, 

102/Pdt.G/2018/PN Mks, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri 

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 

. 
P engad i Ian N egeri M akassar ;------------------------------------------------------------------------- 

kepada Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 26 Juni 2019 oleh Jurusita 

19 Juni 2019, kepada Terbanding semula Tergugat XIX pada tanggal 25 Juni 2019, 

111, VI, XII, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIII dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 

Tergugat XVIII pada tanggal 18 Juni 2019, kepada Para Terbanding semula Tergugat 

Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Makassar, kepada Terbanding semula 

Pengadilan Negeri Parapare dengan surat pengantar pada tanggal 20 Juni 2019 oleh 

kepada Pembanding semula Penggugat melalui delegasi sah dan seksama 

Makassar tanggal 14 Juni 201~ telah diberitahukan/disampaikan secara Negeri 

Para Tergugat Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mks, yang citerirna Panitera Pengadllan 

kontra memori banding yang diajukan para Terbanding semula Membaca, 

Makassar;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

masing-masing pada tanggal 19 Juni 2019, oleh Jurusita Pengadilan Negeri 

17 Juni 2019, kepada Terbanding semula Tergugat XVII, pada tanggal 18 Juni 2019, 

kepada Para Terbanding semula Tergugat Ill, VI, XII, XVII, XXI dan Turut Tergugat, 

kepada Para Terbanding semula Tergugat XXII, XXIII, masing-masing pada tanggal 

VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XX, masing-masing pada tanggal 29 Mei 2019, 

tanggal 28 Mei 2019, kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, IV, VII, 

Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mks, yang diterima Panitera PengaJ\l~~ *eri . 

Makassar tanggal 24 Mei 2019, telah diberitahukan/disampaikan seca~}­ 

seksama kepada Para Terbanding semula Tergugat V, XIX, masing-masing pada 



· .. 

... 
} 
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undang". 

berdasarkan dengan bukti kepemilikan yang sah menurut ketentuan undang- 

Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya 

dengan demikian berdasarkan bukti P-1, P-2, P-10, P-11, P-12, P-7, P-8, P-9, 

hanya sebagai a/at keterangan objek dan sebagai bukti pajak tanah/bangunan, 

sudah menjadi milik Penggugat ataukah be/um menjadi milik Penggl!gat menjadi 

tidak jelas, selanjutnya bukti P-1 tidak /agi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti 

kepemilikan atau tidak diakui /agi sebagai tanda bukti hak atas tanah, kecuali 

menyelesaikan masalah sehingga status kepemilikan tanah sengketa apakah 

sekarang terhadap tanah sengketa tersebut tidak pemah lagi ada upaya untuk 

maupun Penggugat sebagai ahli warisnya, dan sejak tahun 1985 sampai dengan 

tidak pernah dikuasai dan ditempati oleh orangtua Penggugat sebagai pembeli 

ditarik kesimpu/an bahwa tanah sengketa sejak dibeli tanggal 22 Desember 1977 

bahwa berdasarkan dengan bukti surat P-2,P-10,P-11, P-12, P-7, P-8, P-9, dapat 

"Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim Maje/is pertimbangkan di atas, 

Pertama yang terdapat pada halaman 66 dalam putusannya menyatakan bahwa : 

secara Fakta berdasarkan dengan Pertimbangan Hukurn Majelis Hakim Tingkat 

I. Bahwa a/assn KEBERA TAN PERT AMA Pihak Pembsnding/Penggugat, yakni 

Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut: 

semula Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding 

perad i Ian ting kat banding;-------------------------------------------------------------------------------- 

permohonan banding dari pembanding dapat diterima untuk dipertimbangkan pada 

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka secara for al 

demikian permohonan banding dalam perkara ini telah dilaksanakan menurut tata cara 

yang semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding. Dengan 

perundang-undangan dan telah mengajukan memori banding, Termohon banding 

Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan 

/ 
·:~~---~/ 

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding yang semula 

. Q 
Jun i 201 9 ;-----------------------------------------------------··---------------- -----------'\. -------1----- 

, 
TENT ANG PERTIMBANGAN HUKUMNY A \' 
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Penggugat pada tahun 1977, Tanah Sengketa tersebut masih berupa tsnah 

hamparan kosong be/ska, dimana saat itu Orangtua Penggugat tidak memilit: 

3. Bahwa dalam permasalahan ini, ketika Tanah Sengketa dibeli oleh Orangtua 

sebelumnya telah memiliki Tanah dan Rumah di tempat lain. 

suatu bidang tanah, namun secara nyata tidak pernah menguasai atau tidak 

pernah dltempatinya secara langsung, karena Pihak Pembeli tersebut 

terjadi di Masyarakat kita, ada banyak Orang atau Pihak yang telah membeli 

adalah salah dan keliru, karena secara fakta yang sudah lasimnya banyak 

Pembanding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut 

harus mutlak menguasai dan menempati Tanah Sengketa tersebut, menurut 

status kepemilikan Tanah Sengketa hanya dapat diukur dan menjadi ecuen 

2. Bahwa kalau pemahaman Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan 

menguasai dan menempati Tanah Sengketa sejak dibeli pada tahun 1977. 

semasa hidup Orangtua Penggugat maupun Penggugat sendiri tidak pernah 

bukanlah sebagai pemilik Tanah Objek Sengketa tersebut, dikarenakan baik 

utama Majelis Hakim Tingkat Pertama menyataksn bahwa Penggugat 

1. Bahwa jika menyimak secara jelas dan cermat maka yang menjadi a/asan 

berikut: 

atas, Pihak Pembanding menyatakan keberatan tien menanggapinya sebagai 

• Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di 

gugatannya bahwa tanah sengketa adalah miliknya". 

Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah tanah 

miliknya, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil 

"Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat dan bukti saksi temyata 

menguasai dan memiliki tanah sengketa sejak dibeli tahun 1977 berdasarkan bukti 

surat P-2 berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor se tangga/ 22 Desember 1977". 

"Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan keterangan saksi-~aksi 'ing . ''i v . Yf' 
\•.. : 

diajukan di persidangan yaitu saksi SYAMSUDDIN HAFID dan Saksi'eASO LEWA{ 
··. . // 

tidak ada keterangan yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat'-tefah 



kosong milik Orangtua Penggugat tersebut, benar-benar telah dipinjam pakai 

atau te/ah digunakan sebagai Lokasi tempat Penampungan Penduduk Korban 

dijual kepada Orangtua Penggugat, dan dalam Bukti Surat P-7 tersebut, 

terdapat pula pengakuan dari Pihak Pemerintah Kotemedye Ujung Pandang 

pads waktu itu, bahwa benar Tanah Objek Sengketa berupa Tanah hamparan 
I 

bahwa Tanah Objek Sengketa semula adalah Tanah hamparan kosong 

adalsh m/1/k Ny. Um/at/ Tadjuddln Nur yang kemuaten pada tsbur: 1977 telah 

yang tidak terbantahkan lagi dan selaras dengan pengakuan Penggugat, 

terhadap Bukti Surat P-7 tersebut, maka sangat jelas didapatkan fakta hukum 

6. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan secara cermat 

Nomor: 111/S.Kep/AN/81 tanggal 27 Mei 1981. 

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang 

Kota Makassar tidak membantah atau tidak mer:,yangkalinya yaitu tentang 

secara fakta dalam Persidangan Pihak Tergugat XX/I selaku Pihak Pemerintah 

Bukti Surat P-7 yang diajukan oleh Pihak Penggugat/ Pembanding, yang 

hukumnya telah dengan sengaja pula mengabaikan atau menyampingkan 

5. Bahwa secara fakta Majelis Hakim Tingkat P,ertama dalam pertimbangan 

sejak dibeli pada tahun 1977 tersebut. 

Penggugat seteku Ahli Warisnya, mengapa be/um menguasai Tanah Sengketa 

tentang apa yang menjadi eiesen bagi Orangtua Penggugat maupun 

tentu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendapatkan bukti dan fakta 

Pertama mempertimbangkan Bukti Surat P-3, P-4 dan P-5 tersebut, make 

Pembanding dalam perkara a quo ini, sebab jika Majelis Hakim Tingka 

Bukti Surat P-3, P-4 dan P-5 yang diajukan oleh Pihak Penggugat/ 

dengan sengaja Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan 

untuk menguasai dan tinggal langsung di atas Tanah Sengketa terse~t. 
\ . ," 

dikarenakan baik Orang tua Penggugat maupun Penggugat tela~'rpemiiiki / 
~. . ,"/ . ":·. . •/ 

~_.;.../ 

rumah dan tinggal di atas Tanah milik yang lain di Kota Makassar pula . 

4. Bahwa kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, adalah juga 



dari pihak Pemilik Pertama sebelum menjual kepada Orangtua Penggugat 

pada tahun 1977 tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum adanya 

Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1961, maka yang menjadi ecuen 

pembuktian hak milik atas tanah sebelum tahun 1961 adalah berupa Girik atau 

adalah Tanah Konversi (tanah milik adat) yang dikuasai secara turun temurun 

9. Bahwa secara fakta pengakuan Penggugat bahwa Tanah Objek Sengketa 

Objek Sengketa tersebut sejak tahun 1967, 1969, 1970. 1978, 1992, 1993 dan 

1994 tersebut. 

aka/ jika kemudian ada Pihak Tergugat yang mengakui telah membeli Tanah 

termasuk Para Tergugat/Para Terbanding tersebut, jadi sangat tidak masuk 

dipinjam untuk ditempati bagi Masyarakat Korben kebakaran Pasar Lette 

Tenen kosong milik Orangtua Penggugat, yang kemudian oleh Pemerintah 

Surat Keterangan pada tahun 1981, bahwa Tanah Sengketa dahulunya adalah 

dibantah oleh Tergugat XX/I dalam fakta persidangan, menerangkan dalam 

Pandang sebagaimana yang tertuang dalam Bukti Surat P-7 yang tidak 

8. Bahwa berdasarkan dengan Pengakuan dari Pemerintah Kotamadya Ujung 

Maje/is Hakim Tinggi. 

mengenai nilai-nilai kebenarannya perlu diragukan dan dipertanyakan oleh 

Maje/is Hakim Tingkat Pertama pada halaman 70 dalam putusan a quo ini, 

1969, 1970, 1978, 1992, 1993 dan 1994 sebagaimana pertimbangan hukum 

Tanah Sengketa berdasarkan Akta Jual Beli ada yang dibuat pad a tahun 1967, 

/agi bahwa Pengakuan Para Tergugatl Para Terbanding, bahwa telah membeli 

Tingkat Pertama, maka tentu akan didapatkan fakta yang tidak terbantahkan 
' 

Bukti Surat P-7 tersebut dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim 

membenarkan bahwa Tanah Sengketa bukan milik Penggugat, sebab kalau 

7. Bahwa ha/ ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat 

Pertama telah dengan sengaja mengabaikan Bukti Surat P-7 tersebut, untuk 

terse but. 

kebakaran Pasar Lette tennasuk di dalamnya Para Tergugat!Par~. Terbaiing 
I 
\ \\ . I· ~- > ,·· ... /' 

~ 



Indonesia Nomor: 127 K/Sip/1971, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor : 663 K/Sip/1970 yang menyatakan : " bahwa terhadap 

teneh-teneh adat bukti kepl:!miliksn atas suatu bidang tanah dapat dibuktikan 

dengan Rincik, Kititir tanah yang merupakan tanda bukti pembayaran pajak 

Pertanshan Nasional), sedangkan untuk Tanah Adat bukp kepemilikan hak 

atas teneh sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik . 

adanya sertifikat (apabila tanah tersebut sudah didaftarkan ke Baden 

Tanah, bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan 

angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Passi 1 

12. Bahwa berdasarkan dengan Passi 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 

Tergugatl Para Terbanding tersebut. 

sehingga jelas Riwayat eset mu/a Tanah Objek·Sengketa sebelumnya adalah 

Tanah Adat (tanah konversi) bukan Tanah Negara seperti pengakuan Para 

ini adalah Buku Rincik Persil No. 28. D./1, Kohir No. 496 C./ (vide bukti P-1), 

Objek Sengketa oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo 

Pembanding/Penggugat tersebut. 

11. Bahwa secara fakta yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas Tanah 

yang surat oleh diajukan bukii-buktl mempertimbangkan 

menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Pembanding 

sangatlah tidak adil dan tidak objekti( dalam ha/ menilai dan 

dan P-5 yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tersebut, hal ini 

11, P-12, P-7, P-8 dan P-9 dan tidak mempertimbangkan Bukii Surat P-3, P-4 

Tingkat Pertama dengan sengaja mengabaikan Bukti Surat P-1, P-2, P-10, P- 

1 o. Bahwa menu rut Pembanding telah terjadi kekeliruan dalam hal Majelis Hakim 

Rinci, sehingga menjadi tidak masuk aka/ jika dalam pertimbang~~ hukurnya 

Majelis Hakim Tingkat Pertama menyampingkan Bukti Surat \~1 dengan 

alasan 
1bahwa Bukti Surat P-1 tersebut bukan bukti kepemilikan hak eies tanah 

yang tidak diakui lagi, 
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tersebut, oleh karena selama 5 (lima tahun) lebih setelah diterbitkannya Serlifikat 

Hak Milik (SHM) dari Para Tergugat tidak ada bukti yang menunjukkar-'\adanya 

' keberatan atas terbitnya Sertifikat hek Milik (SHM) tersebut secere tertulis kepada 

pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun 

"Menimbenq, bahwa berdasarkan Passi 32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 

penguasaan tanah atau penerbitan serlifikat tersebui". 

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai 

secara tertulis kepada pemegang serlifikat dan Kepala Kantor Perlanahan yang 

menunjukkan adanya keberatan atas terbitnya Serlifikat hak Milik (SHM) tersebut 

yang tetu, dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut tidak ada bukti yang 

oleh Para Tergugat tersebut rata-rata diterbitkan sudah /ebih dari 5 (lima) tahun 

"Menimbang, bahwa bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan 

yang terdapat pads hetemen 68 dalam putusannya menyatakan bahwa : 

Fakta berdasarkan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama 

II. Bahwa alasan KEBERATAN KEDUA Pihak Pembanding!Penggugat, yakni secara 

pertimbangkan oleh Maje/is Hakim Tinggi. 

Keberatan Perlama dari Pihak Pembanding tersebut dapat diterima dan di 

dengan eturen hukum yang ada, maka cukup beralasan hukum pula jika 

oleh Pembanding tersebut di atas adalah benar den objektif serla berdasarkan 

Maje/is Hakim Tinggi; dan oleh karena segala .alasan-alasan yang dijelaskan 

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus ditolak atau dibatalke ote 

alasan tersebut di atas, cukup bera/asan hukum jika Pertimbangan Huku 

adalah salah dan keliru, dengan demikian maka berdasarkan dengan alasan- 

kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah tersebut, 

diajukan oleh Penggugat tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti 

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Bukti P-1 yang 

Indonesia tersebut di atas, make menurut Pembanding perlimbanga·n ·hukum 

tanah diperkuat dengan bukii-oukti lainnya yang saling berkaitan;f. Q 
13. Bahwa berdasarkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agun~~RepuLik ,; 
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kepada Penggugat dslam perkara ini, adalah salah dan keliru. 

dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, diterapkan 

lima tahun, maka penerapan Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 

sejak tahun 2018 yang lalu yang secara nyat9 be/um melibihi batas waktu 

tanah objek sengketa berperkara di Kantor Pengadilan Negeri Makassar 

tentang adanya Sertifikat hak Milik Para Tergugat baru pada saat perkara 

3. Bahwa oleh karena secara fakts Penggugat/Pembanding bsru mengetahui 

tersebut dalam kurun waktu telah lebih dari 5 (lima) tahun lamanya. 

sebenarnya telah mengetahui tentang Sertifikat Hak Milik Para Tergugat 

perkara ini, yang dapat menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat 

surat eteu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dalam 

2. Bahwa secara jelas dalam fakta Persidangan tidak ada satupun bukti-bukti 

Tergugat. 

tersebut sebagai bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh Para 

Makassar dimana Para Tergugat mengajukan bukti Sertifikat hak Milik 

Perkars Objek Sengketa ini berperkara di Kantor Pengadilan Negeri 

Milik tersebut milik Para Tergugat di atas tanah objek sengketa, baru ketiks 

Penggugat/ Pembanding baru mengetahui tentang adanya Sertifikat Hak 

Tergugat di atas Tenen Objek Sengketa tersebut, secara fakta pula Pihak 

pemah mengetahui tentang adanys penerbitan Sertifikat atas neme Para 

1. Bahwa secara fakta Pihak Penggugat/Pembanding sama sekali tidak 

sebagai berikut : 

di atas, Pihak Pembanding menyatakan keberatan dan mensnggapinya 

• Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut 

pelaksanaan hak tersebut ". 

tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasa~~ tan? eteu . 
\ . 

penerbitan sertifikat terse but, maka pihak lain (yang dalam nst . ini eoeteh ··,· . / . 
-·~;..-·· 

Penggugat) yang merasa mempunyai hak alas tanah itu tidak dapat lagi menuntut 
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1. Foto Copy Akta Perafihan Hak atas nama LIEM TJEN MOE, Nomor : 

09/594.4/KM!IV/1992, tanggal 15 April 1992 yang dibuat o/eh 

Ors. H. ACHMAD BACHTIAR selaku Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPA T) Wilayah Kecamatan Mamajang Kota Madya Ujung Pandang, yang 

diberi tanda T. l-1. 

Fakta berdasarkan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama 

yang terdapat pada halaman 68 dalam putusannya menyatakan bahwa 

UMenimbang bahwa selain Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa Serlifikat 

Hakim Milik (SHM) ada pu/a Para Tergugat yang mengajukan Bukti Surat berupa: 

a. Untuk Tergugat I mengajukan bukti surat berupa : 

Ill. Bahwa alasan KE BERA TAN KET/GA Pihak Pembanding/Penggugat, yakni secara . 
oleh Majelis Hakim Tinggi. 

Kedua Pihak Pembanding tersebut, dapat diterima dan di pertimbangkan 

dengan demikian maka cukup beralasan hukum jika alasan Keberatan 

tersebut, harus ditolak dan dikesampingkan oleh Maje/is Hakim Tinggi, 

Sengketa telah terbit Serlifikat Hak Milik te/ah melebihi 5 (tahun) lamanya 

Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat/ Pembanding tidak dapat lagi 

menggugat terhadap tanah objek sengketa karena di atas Tanah Objek 

5. Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut maka pertimbangan hukum Majelis 

adanya Undang- Undang Pokok Agraria". 

yang bersangkutan haruslah ditinjau sampai pada saat terakhir sebetu 

kepemilikan tanah berdasarkan vejaring, jangka waktu penguasaan tanah 

/ewat waktulvejaring, sehingga bilamana ' timbul sengketa mengenai 

seorangpun akan dapat memperoleh hak milik atas tanah berdasarkan 

Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960, tidak 

4. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rep~_blik l~esia ,. nd7r 

yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung ta~g~a.1 13 Mei,· 

1970 Nomor : 516/1969/Perd/PTB, termuat dalam Lembaran Neg~{ 

1960 No. 104, yang secara nyata ditegaskan bahwa : u Sejak berlakunya 
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1. Foto Copy Akta Peralihan Hak atas nama MAPPA tanggal 19 Februari 

Nomor: 235, tanggal 31 Maret 1993 yang dibuat oleh Notaris & PPAT SRI 

HARTIN/ WIDJAYA, SH, yang di beri tanda T.Xlll-·t 

2. Akta Jua/ Beli fahun 1970 dari SARRANG kepada LAHUDI. 

SARRANG seleku Pembelt 

1. Foto Copy Akta Juel Beli Tahun 1969 dari DJAFAR selaku Penjual kepada 

f. Untuk Tergugat XIV mengajukan bukii surat berupa : 

e. Untuk Tergugat XIII mengajukan bukti surat berupa .: 

1. Foto Copy Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak Sewa ates Tanah 

d. Untuk Tergugat XI mengajukan bukti suret berupa : 

Sambungdjawa (H. ABDULLAH DG SIRUWA) dan Ketua ORK «8" 

Sambungdjawa (ALIMOEDDIN M) yang diberi tanda T.IX-1. 

200/Kec. M/67, dengan Saksi-saksi yekni, Kepala Lingkungan 

Pembuaf Akta wilayah kecamatan Memajang dengan No. Regisfrasi : 

LAKUBE LALLO selaku Penjua/ dengan SAUTI DG NG/TUNG se/aku 

Pembeli, yang dibuat oleh A RASJID DG MATUTU selaku Pejabat 

1. Foto Copy Akta Penjualan Rumah tertanggal 6 November 1967, enters 

I 

c. Untuk Tergugat IX mengajukan bukti suret berupa : 

tanda T. IV-2. 

Wilayah Kecamafan Mamajang Kofa Madya Ujung Pandang, yang diberi 

MUH IQBAL ISHAK se/aku Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

: 321954.4/KMAlll/1994, fanggal 20 Juli 1994 yang dibuat oleh Ors. ANDI 

b. Untuk Tergugaf IV mengajukan bukti surat berupa : 

1. Foto Copy Akta Peralihan Hak atas nama HAJJ MUHAMMAD /DAR, Nomor 

tanda T./-2. 

Wilayah Kecamafan Mamajang Kofa Madya Ujung Pandang, yang diberi 

2. Foto Copy Akta Peralihan Hak atas nama LIEM TJEN M'?E, N';j:or : 
\ 

09/594.4/KMIIV/1992, tanggal 16 April 1992 yang dibuat o1~h Ors. H. 

A CH MAD BACHTIAR selaku Camat Pejabat Pernbuat Akta Tanat{tPPA T) 
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sebagai berikut : 

di atas, Pihak Pembanding menyeteken keberatan dan menanggapinya 

• Bahwa terhadap pertimbangan nukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut 

Penggugat". 

ada yang telah lebih dahulu menguasai Tanah Sengketa dari pada 

. 
demikian Para Tergugat ini telah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat ini 

jauh sebelum Orangtua Penggugat membeli Tanah Sengketa, dengan 

bahwa ada diantara Para Tergugat yang telah menguasai Tanah Sengketa 

1994, sedangkan Penggugat mengajukan bukti surat P-2 berupa Foto Copy 

Akta Jual Beli Nomor: 58 tanggal 22 Desember 1977, ha/ ini menunjukkan 

tersebut ada yang dibuat pada tahun 1967, 1969, 1970, 1978, 1992, 1993 dan 

Menimbang, bahwa Akta Juel Beli yang d(ajukan oleh Para Tergugat 

tersebut. 

Tergugat telah menguasai Tanah Sengketa sejak diterbitkan Akta -Akta 

Akta Peralihan Hak maupun Akta Jual Beli tersebut menunjukkan bahwa Para 

Menimbang, behwe bukti surat yang diajukan o/eh Para Tergugat berupa 

dihadapan Notaris LUCY MUL YAN/, SH, yang diberi tanda T.XVl-1. 

1. Poto Copy Akte Jual Beli No. 267/IV/1978 pada tangga/ 29 April 1978 Ny 

MAGDALENA TANDIARI dan Ny UMMIATY TADJUDDIN NOOR dibuat 

h. Untuk Tergugat XVI mengajukan bukti surat berupa : 

Kofa Makassar terlangga/ 09 April 2013 bersama lampiran-lampirannya, 

yang di beri Tanda T. XV 

atas tanah EX GEMEENTE Makassar/Tanah Penge/olahan Pemerintah 

592.2154/BAIHMV/2013 tentang Berita Acara Serah Terima Pelepasan Hak 

1. Foto Copy Surat Keputusan Wa/ikota Makassar Nomor 

g. Untuk Tergugat XV mengajukan bukti surat berupa : 

Kecamatan Mamajang Kota Makassar yang diberi tanda T.XIV-1 

2001 Nomor : 594.4105/KM//l/2001 yang dibuat oleh Ors. ABd._"IAC1AN 

SIBAL/, M. Si selaku Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP}} Wilayah 
·'· . . · .. :, .,,../· 
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I 

bukti-bukti suret yang diajukan oleh Para Tergugat sendiri, telah terjadi 

tersebut, adalah salah dan keliru, karena secara fakta berdasarkan dengan 

mampu membuktikan dalilnya bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya 

bukti Surat yang diajukan oleh Para Tergugat, maka Pihak Tergugat telah 

hukum Majells Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan dengan Bukti- 

Pemiliknya atau bukan Tanah Negara milik Pemerintah. 

4. Bahwa dengan demikian maka menurut Plhak Pembandlng, pertlmbangan 

Sengketa sebe/umnya adalah tanah Konversi, karena sebelumnya te/ah ada 

Tergugat lsinnya yang mengskui dan membenarkan bahwa riwayat Tsnsh 

Sengketa riwayat eset mu/a ads/ah Tanah Negara, namun sds pula Pihsk 

ada Pihak Tergugat yang mengakui den membenarkan bahwa Tanah Objek 

yang Para Tergugat ajukan sendiri oleh Para Tergugat, maka sangat jelas, 

belakang, karena berdasarkan dengan fakta yang ada pada bukti-bukti surat 

asal mu/a Tanah Objek Sengketa adalah tidak seme den saling bertolak 

3. Bahwa dari dua ha/ tersebut di atas telah menunjukken fakta yang tidak 

terbantahkan lagi, bahwa Pengakuan Para Tergugat menyangkut Riwayat 

karena sebelumnya telah ada Pemiliknya (Tanah Konversi). 

sebelumnya, yang artinya Tanah Sengketa tersebut bukan Tanah Negara 

memperoleh Tanah Sengketa tersebut dengan cara membeli dari Pemilik 

lainnya pun mengakui dan membenarkan bahwa Para Tergugat 

sengketa sebelumnya adalah Tanah Negara; sementara Para Terg ga 

Peralihan Hak, yang artinya menurut sebagian Para Tergugat riwaya eneb 

bahwa Tanah Sengketa di peroleh dari Pihak Pemerintah dengan cara 

2. Bahwa secara jelas sebagian Para Tergugat mengakui dan membenarkan 

mu/a Tanah Sengketa sebelum Para Tergugat memperolehnya. 

bertolak belakang satu sama lainnya dalam ha/ mengenai Riwayat asa/ 

1. Bahwa secara jelas jika Maje/is Hakim Tingkat Pertama dengan\:~eca*e/i .. ·• 

melihat dan memperhatikan segala bukti-bukti surat yang diafe.~arJ oleh ./ 
-~.... .,// 

. ~..;Y 
Para Tergugat tersebut, maka nampak telah terjadi pengakuan yang 
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dijelaskan secara pasti dalam Pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis 

memperoleh atau memilikinya_ tersebut ????? hal ini secara fakta tidak 

menyangkut berapakah Luas Tanah Objek Sengketa yang Para Tergugat 

dari Para Tergugat tersebut, yang secara fakta kebur den tidak jelas 

Pertama teteh sslah dsn keliru keren« telah membensrkan bukti-bukti surat 

atau memilikinya; dengan demikian nyata bahwa Majelis Hakim Tlngkat 

XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI, membeli 

OBJEK SENGKETA yang Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat IX, Tergugat 

menjelaskan secara pasti tentang berapa sesungguhnya LUAS TANAH 

dalam bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak 

diajukan oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat 

XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI, maka secara fakta 

7. Bahwa secara Fakta Jika mencermati terhadap Bukti-bukti Surat yang 

menguasai dan menempati termasuk Para Tergugat tersebut. 

dalam keadaan kosong atau dengan kata lain tidak ada orang lain yang 

Penggugat membeli Tanah Sengketa tersebut, Teneh Objek Sengketa 

kebenarannya, karena secara fakta sewaktu tahun 1977 Orangtua 

tersebut sejak tahun 1967 dan seterusnya tersebut, perlu diragukan 

Pengakuan Para Tergugat yang telah menguasai Tanah Objek Sengketa 

asa/ mu/a Para Tergugat memperoleh Tanah Sengketa tersebut, maka 

6. Bahwa oleh karena secara fakta telah terjadi perbedaan detsr: al •. ·. eve: 

dan dipertanyakan oleh Maje/is Hakim Tinggi. 

Para Tergugat tersebut, mengenai nilei-nilei kebenarannya perlu diragukan 

perbedaan dan saling bertolak belakang menyangkut riway~(asa/1~/a 

tanah objek sengketa yang sesungguhnya. . \~ · ·.. · · 
'~' . " 

5. Bahwa oleh karena secara fakta Bukti-bukti Surat yang diajukan olehPJfrak· / 

Tergugat tersebut telah terjadi perbedaan dalam ha/ tentang riwayat asal 

mu/a tanah objek sengketa para tergugat memperotennye, maka ada/ah 

benar dan beralasan hukum jika segala bukii-bukii surat yang diajukan oleh 



HAL. 25 DARI 44 HAL PUT. NOMOR 258/PDT/2019/PT MKS 

deluerse, dengan suatu penguasaan selama 20 tshun ". 

sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suetu piutang lain 

yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik etesnye, dengan jalan 

u Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan dengan suatu alas hak yang 

daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun ". 

tidsk harus dibayar stas tunjuk memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan 

" Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan dengan suatu alas hak yang sah 

memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bungs, atau suatu piutang lain yang 

Perdata disebutkan : 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1963 Kitab Undangan Undang Hukum 

seperti termaktub dalam bab ketujuh bukti ke empat kitab ini". 

undang-undang dan menurut syarat-syarat beserta cars membeda-bedakannya 

telah memegang kedudukan berkuasa atasnya selama waktu yang ditentukan 

"Hak Milik atas suatu kebendaan di pero/eh karena daluwarsa, apakah seseorang 

disebutkan : 

sengketa sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 610 Kitab IJndang-Undang Hukum .' Perdata 

1993 dan 1994, dengan demikian penguasaan Para Tergugat terhadap tanah 

Tergugat tersebut ada yang dibuat pada tahun 1967, 1969, 1970, 1978, 1992, 

: "Menimbang, bahwa oleh karena Akta Jual Beli yang diajukan oleh Para 

Pertama yang terdapat pada halaman 70 dalam putusannya menyataka ba vee 

secara Fakta berdasarkan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat 

IV. Bahwa alasan KEBERATAN KEEMPAT Pihak Pembanding!Penggugat, yakni 

dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi. 

alasan Keberatan Ketiga Pihak Pembanding tersebut di atas, dapat diterima 

Hakim Tingkat Pertama tersebut. l \l _. \ 
8. Bahwa oleh karena itu maka cukup beralasan hukum jika Pi~i!Tl_baJgari i .. J 

-~'·. "/ 
Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, harus ditol~te~?/. 

dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi, dan cukup beralasan hukum pula iika 
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Tergugat menguasai Tanah Objek Sengketa berdasarkan dengan Bukti 

Pertama tersebut adalah salah dan keliru, karena secara fakta Para 

2. Bahwa menurut Pembanding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat 

daluarsa. 

dari 20 (dua puluh) tahun lamanya menguasai tanah objek sengketa 

tersebut, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat daf am perkara ini 

terhadap penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah 

tersebut dapat disimpulkan bahwa oleh karena Para Tergugat telah lebih 

1. Bahwa menyimak dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama 

alasan-alasan sebagai berikut : 

tersebut, Pihak Pembanding sangat berkeberatan dengan mengemukakan 

• Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama 

Tergugat adalah miliknya". 

milik atas tanah tersebut dengan jalan daluarsa, dengan demikian Para Tergugat 

telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa · yang dikuasai o/eh Para 

Akta Just Beli dengan penguassan tanah sengketa yang sudah berlangsung /ebih 

dari 20 (dua puluh) tahun sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh ha/ 

didasarkan pada bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik, ada yang berupa 

dapat diketahui bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa ada yang 

menyatakan : uMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, 

Bahwa pada halaman 73, Pertmbangan Hukum Maje/is Hakim Tingkat Pertama 

daluarsa; 

dengan Pasal 610 dan Pasal 1963 Kitab Undang- '-!ndang Hukum Perdata dapat 

dipergunakan untuk mempero/eh hak milik atas tanah tersebut dengan ja/an 

Tanah Sengketa sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun, maka berdasarkan 

1969, 1970, 1978, 1992, 1993 dan 1994, sehingga Para Tergugat telah menguasai 

"Siapa yang dengan itkad baik menguasainya selama 30 tahun ~empe,J;h hak) 
·, .. l 

. . .. '/ 
milik, denflan tidak dapat di paksa untuk dapat =r=: alas hakny~ 

Menimbang. bahwa oleh karena Akta Jual Beli tersebui dibuat sejak tahun 1967, 
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dalam Perkara ini, bahwa Para Tergugat tidak dapat digugat /agi karena 

deluerse, sebab Para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa lebih 

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk diterapkan 

Pasal 61 O dan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam 

6. Bahwa berdasarkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka penerapan 

bukti Buku Rincik Persil No. 28. 0./1, Kohir No. 496 C.I (vide bukti P-1). 

tahun 1960 secara turun temurun (Tanah Konversi) berdasarkan dengan 

agraria tahun 1960, artinya Penguasaan tanah Objek Sengketa sebelum 

sebelumnya jauh waktunya sebelum ber/akunya Udang undang pokok 

5. Bahwa secara fakta Tanah Objek Sengketa telah dikuasai oleh Pemilik 

adanya Undang-Undang Pokok Agraria". 

kepemilikan tanah berdasarkan verjaring, jangka waktu penguasaan tanah 

yang bersangkutsn hsruslah ditinjau sampai pada saat terakhir sebelum 

/ewat waktulverjaring, sehingga bilamana timbul sengketa mengenai 

tidak seorangpun eken dapat mempero/eh hak milik atas tanah berdasarkan 

tahun 1960 No. 104, yang secara nyata ditegaskan bahwa : "Sejak 

bertekuny« Undang-Undang Pokok Agraria tangga/ 24 September 1960, 

13 Mei 1970 Nomor: 516/1969/Perd/PTB, termuat dalam Lembaran Negara 

Indonesia yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 

4. Bahwa berdasarkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

pada tahun 1977. 

temurun dari Pemiliknya sebelum menjual kepada Orangtua Penggugat 

mulanya adalah Tanah Adat (Tanah Konversi) yang dikuasai secara turun 

Penggugat (Vide Bukti P-1), membuktikan bahwa Tanah Sengketa asa/ 

3. Bahwa secara fakta berdasarkan dengan bukti Surat yang diajukan oleh 

Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960. 

Surat yang diajukan oleh Para Tergugat sendiri adalah dimulai \sejak tiun 
\, 

1964 dan seterusnya, ha/ ini secara fakta menunjukkan bah)~;,,_.' 

Penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat setelah terbitnya _Undang- 
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tersebut; 

102/Pdt.G/201 B/PN. Mks, tanggal 19 Maret 2019 yang dimohonkan banding 

Nomor Makassar Negeri Pengadilan Putusan 2. Membatalkan 

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding; 

putusannya sebagai berikut : 

«erendahan hati Pihak Pembanding/Penggugat memohon kepada Bapak Ketua 

Pengadilan Tinggi Makassar/Ma1elis Hakim Tinggi yang rnenangani dan memutuskan 

perkara ini, agar sudikiranya berkenaan rnernutuskan perkara ini dengan amar 

kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala 0em ban di ng/Penggugat 

9ahwa berdasarkan dengan alasan-alasan keberatan yang telah Pihak 

tersebut, harus ditolak atau dibatalkan oleh Maje/is H akim Tinggi 

hukum Maje/is Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo 

secara detail, maka cukup beralasan hukum pula jika segala pertimbangan 

sebagaimana yang telah dijelaskan o/eh Pembanding tersebut di atas 

Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan dan kekeliruan, 

8. Bahwa oleh karena secara fakta dalam Pertimbangan Hukumnya Majelis 

atau dikesampingkan o/eh Maje/is Hakim Tinggi. 

Surat dan keterangan saksi-saksi, yang mengakui bahwa Tenen Sengketa 

adalah milik Para Tergugat tersebut, cukup beralasan hukum untuk ditolak 

membenarkan bahwa Tanah Sengketa yang diperoleh sebelumnya Bukan 

tanah negara atau tanah yang sebelumnya ada pemiliknya (tanah konversi) 

yang diperoleh dengan cara jual beli, maka cukup beralasan hukum jika 

semua pengakuan Para Tergugat yang tercermin dari Jeweben, Bukti-bukti . 

Peralihan Hak, sementara dilain sisi ada Para Tergugat mengakui dan 

riwayat asa/ mu/a adalah Tanah Negara yang dipero/eh dengan cara 

dari 20 (dua pu\uh) tahun tersebut, adalah salah dan keliru. \. ~ 

7. Bahwa oleh karena secara fakta telah terjadi pengakuan 'yang aling . 

bertolak belakang menyangkut riwayat asa/ · mu/a Para Tergtig-a-t 

memperoleh Tanah Objek Sengketa, dimana secara fakta sebagian Para 

Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa Tanah yang mereka peroleh 
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terhadap isi putusan dalam perkara ini; 

Menghukum Kepada Para Tergugat atau siapa saja untuk tunduk dan taat 

meskipun ada upaya hukum Kasasi atau dan lainnya; 

Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat ·dijalankan terlebih dahulu 

berharga; 

6. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan 

adalah jelas merupakan Perbuatan yang Melawan Hukum; 

o. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai Tanah Objek Sengketa 

tanpa izin dari Pihak Penggugat selaku Pemilik Sah Objek Sengketa tersebut 

mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan tidak mengikat. 

4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik, Akta Jual Beli atau Surat Surat lainya 

yang timbul atas nama Para Tergugat di atas Tanah Objek Sengketa, adalah tidak 

dan Ahli Waris yang sah. 

Adalah milik almarhum Andi Base Anwar Achmad dan Penggugat adalah Anak 

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Bira 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Alang 

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanjung Sunga 

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tanjung Dangkai · 

batas batas sebagai berikut : 

RW.006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan mamajang, Kota Makasar, de ga 

28.0.111, Kohir No. 496 C.I, yang terletak di Jalan Tanjung Sunga RT. 001/ 

3. Menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa seluas 8.000 M2, sesuai Persil No. 

1977; 

berdasarkan dengan Akta Jual Beli Nomor: 58 Tahun 1977, tanggal 22 Desember 

Mengadili Sendiri : \ Q. ; ''. 
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;. \ •; r.,.·) 
2. Menyatakan sah dan mengikat transaksi Jual Beli T~n0h Objek Sengk~ 

8000 M2 antara Umiaty Tadjuddin Noor dengan Andi Baso Anwar Achmad 
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Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan 

putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 102/Pdt.G/2018/PN.Mks 

tertanggal 19 Maret 2019 yang pada intinya : 

"Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya". 

Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat 

dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa karena 

Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah 

sengketa adalah miliknya, sedangkan Para Tergugat telah dapat membuktikan 

bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah miliknya. 

Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (Rechts 

• 

Pernyataan Permohonan Banding pada tanggal 29 Maret 2019 dan mengajukan 

Memori Bandingnya tertanggal 16 Mei 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Mei 2019 dan baru diberitahukan 

dan diterima oleh Terbandlng I, II, Ill, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX 

dan/atau Kuasanya pada tanggal 29 Mei 2019; 

~enggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut : 

Bahwa Pembanding/Penggugat menurut pengakuannya telah membuat 

:· tusan yang seadil-adilnya. 

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula 

apapun. 

_::;_ Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwong Soong) 

sebesar Rp. 10.000.000 (sepeluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apa 

bila Para Tergugat lalai atau tidak memenuhi isi Putusan dalam perkara ini jika 

telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat; 

: ~- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara 

secara tanggung renteng yang timbul di dalam penyelesaian perkara ini; 

:an atau apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain maka mohon 

Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja, agar segera m~~~osoF~kan . ( 

Tanah Objek Sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat ~ ;, fYarat / ·,,. 
--.......:.:::.- 
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/ . 
1977 hingga sekarang. Hal tersebut pula tidak dapat dijelas,kan dan diuraikan 

oleh 2 (dua) orang saksi .yang dihadirkan oleh Penggugat, yakni Saksi 

Syamsuddin Hafid maupun Saksi Baso Lewa bahwa tanah sengketa tersebut 

tersebut sejak dibeli oleh orang tuanya pada t~nggal 22 Desember tahun 

membuktikan dalil-dalilnya tersebut bahwa pernah menguasai tanah sengketa 

Bahwa secara Fakta di Persidangan, Penggugat memang tidak dapat 

sangat benar. 

menempati Tanah Sengketa sejak dibeli pada tahun 1977, itu sudah tepat dan 

Penggugat maupun Penggugat sendiri tidak pernah menguasai dan 

Sengketa tersebut yang dikarenakan baik semasa hidup Orang tua 

yang menyatakan bahwa Penggugat bukanlah sebagai Pemilik Tanah Objek 

Bahwa menurut kami, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama 

Putusan halaman 66 

Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru sebagaimana yang terdapat pada 

I. Bahwa Pembanding/Penggugat menganggap Pertimbangan Hukum Majelis 

Memori Bandingnya sang at tidak berdasar, tidak benar dan keliru, di antaranya : 

matang dengan sangat jelas. 

• Bahwa adapun alasan-alasan keberatan Pihak Pembanding/Penggugat dalam 

didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertlmbanqan yang cukup 

a quo. yang putusan Sehingga benar dalam perkara suatu 

sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat 

pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif 

dalam mempertimbangkan perkara a quo, Majelis Hakim telah memberikan 

atau hukumnya, sehingga dokma teori dalam mempelajari 

sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dan teliti 

• Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 

Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali. 

Gronden) yang tepat, sesuai dengan a tu ran dan kaidah hukum ~:ang bf aku," i 
sehingga apa yang dikatakan oleh Penggugat/Pembanding dafam Memor,v' 
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penampungan korban kebakaran Pasar Latte. Sebab di Lokasi Tanah 

Makassar bahwa Tanah Sengketa tersebut merupakan hamparan kosong 

milik Orang Tua Penggugat yang telah dipinjam pakai untuk lokasi tempat 

PenggugaUPembanding di depan Persidangan, tidak pernah diakui 

kebenarannya oleh Pihak Tergugat XXII selaku Pihak Pemerintah Kota 

Bahwa dalam hal ini, Bukti Surat P-7 yang diajukan oleh Pihak 

dipersilahkan Penggugat untuk membuktikannya. 

Makassar bahwa ha/ tersebut adalah ursien yang tidak benar dan 

yang diajukan secara tertulis di depan Majefis Hakim Pengadilan Negeri 

Pemerintah Kota Makassar pernah membantah dalam Eksepsi /Jawaban 

Penggugat/Pembanding. Sebab Pihak Tergugat XXII selaku Pihak 

dari akal-akalan dan/atau mengada-ngada hanya' 

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nornor 

111/S.Kep/AN/81 tanggal 27 Mei 1981 adalah tidak benar, terkesan 

Kota Makassar tidak membantah atau rilenyangkalinya terkait Surat 

oleh Pihak PenggugaUPembanding. Sementara alasan Saudara bahwa 

secara Fakta di persidangan Pihak Tergugat XXII selaku Pihak Pemerintah 

sengaja mengabaikan atau menyampingkan Bukti Surat P-7 yang diajukan 

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak dapat pula dikatakan keliru dan 

menguasai Tanah Sengketa tersebut sejak dibeli pada tahun 1977. 

Penggugat maupun Penggugat selaku Ahli W3risnya, mengapa belum 

berkaitan secara fakta bahwa hal tersebut menjadi alasan bagi Orang Tua 

diragukan. Selain itu, bukti surat tersebut tidak mendukung (relevan) dan 

foto copy yang dicopy kembali, yang tentunya keasliannya masih dapat 

dan P-5 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, melainkan hanya 

pernah dikuasai atau dimiliki oleh orang tua Penggugat maupu\~hli wf ny/) 
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dikatakan keliru dar;t 

.. . ~/ 

sengaja tidak mempertimbangkan Bukti Surat P-3, P-4, dan P-5 yan~/d'fa}LJian 

oleh PenggugaUPembanding dalam Perkara a quo. Sebab Bukti Surat P-3, 
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Mamajang. Hal ini dibuktikan dari beberapa bukti surat mengenai Bukti 

dari dulu sampai sekarang tetap Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan 

tanah objek sengketa tidak pernah menjadi Kecamatan Mariso, melainkan 

berlokasi di Desa Sambung Jawa, · Kecamatan Mariso. Sementara lokasi 

Penggugat tercatat bahwa lokasi yang dibeli oleh orang tua Penggugat 

Bahwa pada AJB Nomor 58, tanggal 22 Desember tahun 1977 yang dimiliki 

rinci dan jelas di depan persidangan. 

berdasarkan bukti AJB Nomor 58, tanggal 22 Desember tahun 1977 yang 

juga tidak dapat dibuktikan cara dan proses pembeliannya tersebut secara 

memperoleh Tanah Sengketa tersebut dari orang tuanya yang dibeli 

sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah setelah terbitnya UUPA pada tahun 

1961, sedangkan Pengakuan Penggugat dalam dalil gugatannya yakni 

penjelasan di dalam surat pengantarnya sehingga Buku Rincik tersebut juga 

dapat · diragukan kebenarannya. Sementara Rincik sudah tidak berlaku lagi 

yang tertulis di dalamya dan Penggugat/Pembanding juga tidak memberikan 

tepat. Sebab bukti Buku Rincik tersebut sudah tidak terbaca dengan jelas apa 

Bahwa terkait Bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding di depan 

Persidangan yakni Bukti Buku Rincik yang dikesampingkan oleh Majelis 

Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan 

dibuat oleh pejabat yang berwenang. 

Hakim Tinggi. Sebab Akta Jual Beli (AJB) tersebut adalah akta autentik yang . 
yang menurut Pembanding perlu diragukan dan dipertanyakan oleh Majelis 

putusan a quo, mengenai nilai-nilai kebenarannya tidak perlu diragukan lagi 

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 70 dalam 

pada tahun 1967, 1969, 1970, 1978, 1992, 1993 dan 1994, sebagaimana 

membeli Tanah Sengketa tersebut berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat 

\\ 1,· dijadika sebagai tempat penampungan. ,, . 
.. ~.... ." /.-'' ->, .,,;,, 

Bahwa sedangkan Pengakuan Para Tergugat/Para Terbanding bah~~h 

-------=_ -··~··-·- . """"---· _c :._ nan aaa xorban kebakaran yang\ tinggal/untuk , 
\. 
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Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. 

pemegang sertifikat (dalam hal ini Para Tergugat/Terbanding) dan Kepala 

Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke 

Penggugat/Pembanding atas terbitnya SHM tersebut secara tertulis kepada 

yang menunjukkan adanya keberatan, khususnya dari Pihak 

yang lalu, dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut tidak ada bukti 

tanah sengketa tersebut rata-rata diterbitkan sudah lebih dari 5 (lima) tahun 

diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding tersebut sebagai bukti kepemilikan 

sudah sangat tepat dan benar. Sebab Sertifikat Hak Milik (SHM) yang 

Bahwa dalam hal ini, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama 

tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut". 

dalam ha/ ini adalah Penggugat) yang merasa mempunyai ha katas tanah iiu 

bersangkutan ataupun tidak mengajukan guga~an ke Pengadilan mengenai 

penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, maka pihak lain (yang 

dan Kepa/a Kantor Pertanahan yang kepada pemegang sertifikat 

Milik (SHM) dari Para Tergugat tidak ada bukti yang menunjukkan sdanya 

keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut seoere tertulis 

oleh karena selama 5 (lima) tahun lebih setelah diterbltkenntye Sertifikat Hak 

menyatakan bahwa "berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1077, 

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang 

Putusan halaman 68. 

Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru sebagaimana yang terdapat pada 

Bahwa Pembanding/Penggugat menganggap Pertimbangan Hukum Majelis 

diajukan oleh Pembanding/Penggugat. 

adil dan objektif dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang 

. 
Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat 

'·.:--:. --·- - 

tahun 1969 maupun tahun 1970-an. 

""'-.;.,---. -·-;-··-···:::, v--J-'' 
\ 
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Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan 

Putusan Halaman 68. 

Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru sebagaimana yang terdapat pada 

. 
Ill. Bahwa Pembanding/Penggugat menganggap Pertimbangan Hukum Majelis 

Kelurahan, Kecamatan maupun Kantor Pertanahan setempat. 

kebenaran dari alas hak kepemilikan Terbanding/Tergugat, baik di Kantor 

objek sengketa tersebut, pasti melakukan tindakan untuk mencari tahu 

Pembanding/Penggugat merasa mempunyai hak kepemilikan pada tanah 

tan ah sehingga terse but sengeketa jika objek menempati 

Terbanding/Tergugat sudah belasan hingga puluhan tahun menguasai dan 

objek tanah sengketa tersebut. Sebab secara logika hukum, Para 

dimiliki oleh Para Terbanding/Tergugat dalam menguasai dan menempati 

kebenaran dari alas hak kepemilikan tanah tersebut yang masing-masing 

Bahwa seharusnya Pembanding/Penggugat yang mencari tahu sendiri 

sanggahan terkait penerbitan sertifikat tersebut. 

mengetahui adanya pihak-pihak yang merasa keberatan dan ingin melakukan 

disampaikan melalui media cetak dan/atau Kantor Desa/Kecamatan, untuk 

di Kantor Pertanahan, termasuk ada tahapan pengumuman di dalamnya yang 

yang tepat dan benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

secara khusus kepada seseorang dalam penerbltan sertifikat tersebut, 

melainkan dalam proses penerbltan sertifikat tersebut telah melalui proses 

Pemegang Sertifikat ataupun Kantor Pertanahan wajib memberitahukan 

Bahwa secara hukum, tidak ada memang aturan yang menjelaskan bahwa 

merupakan alasan keliru, tidak tepat dan terkesan mengada-ngada. 

tersebut, ketika Perkara ini bergulir di Kantor Pengadilan Negeri Makassar, 

Penggugat/Pembanding beralasan baru mengetahui tentang adanya SHM 

Tergugat/Terbanding di atas Tanah Objek Sengketa tersebut, melainkan 

mengetahui tentang adanya penerbitan Sertifikat 

Bahwa alasan Penggugat/Pembanding bahwa secara 
'-p : 

faktai\}i_dak ~ern~h- ;J . ' . . . /. 
\ ;,:. .. . ,_}.: / 

atas ia. ... ,Pa · :_::.:_ •. ~' 
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kepada Pemkot Makassar, sedangkan sebagian pula Tergugat/Terbanding 

memperoleh Tanah Sengketa tersebut dengan cara membeli dari Pemilik 

tersebut karena adanya Peralihak Hak dengan cara Pembayaran Ganti Rugi 

Para Tergugat/Terbanding sebagian menguasai lokasi Tanah Sengketa 

atau Tanah Negara yang dikelola oleh Pemerintah Kota Makassar, dimana 

tersebut bahwa Tanah Sengketa tersebut merupakan Tanah Ex Gemeente 

Bahwa Pembanding tidak mengetahui dan tidak cermat mempelajari putusan 

karena sebelumnya telah ada pemiliknya (Tanah Konversi). 

sebelumnya, yang artinya Tanah Sengketa tersebut bukan Tanah Negara 

Tergugat lainnya pun mengakui dan memberiarkan bahwa Para Tergugat 

memperoleh Tanah Sengketa tersebut dengan cara membeli dari Pemilik 

Tanah Sengketa sebelumnya adalah Tanah Negara, sementara Para 

cara Peralihan Hak, yang artinya menurut sebagian Para Tergugat riwayat 

I 

membenarkan bahwa Tanah Sengketa diperoleh dari Pemerintah dengan 

merasa keberatan dengan dalil bahwa sebagian Para Tergugat mengakui dan 

Bahwa sementara Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya 

Penggugat membeli Tanah S~ngketa tersebut, dengan demikian Para 

Tergugat telah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat ada yang terlebih 

dahulu menguasai Tanah Sengketa tersebut dari pada Penggugat, sudah 

sangat tepat dan benar. 

Tergugat yang telah menguasai Tanah Sengketa jauh sebelum Orang Tua 

1970, 1978, 1992, 1993 dan 1994, menunjukkan bahwa ada di antara Para 

Peralihan Hak maupun Akta Jual Beli yang dibuat pada tahun 1967, 1969, 

menyatakan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Akta 

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang 

danlatau Akta Jual Beli (AJB). 

Para Tergugat yang mengajukan Bukti Surat berupa : Akta Perelihen Hak 

Halaman 68 yang menyatakan bahwa : "Menimbang bahJ{.,~elai~~a:a. ,/ 

Tergugat mengajukan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik (S 
1 \~~~d~_.p6i JI 

• I , "'...:,:::.C.• ~ 
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daluwarsa, apakah seseorang telah memegang kedudukan berkuasa atasnya 

Perdata disebutkan : Hak Milik atas suatu kebendaan diperoleh karena 

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 O Kitab Undang-Undang Hukum 

1993, dan 1994, dengan demikian penguasaan Para Tergugat terhadap tanah 

sengketa sudah lebih dari 20 (dua pufuh tahun); 

Tergugat tersebut ada yang dibuat pada tahun 1967, 1969, 1970, 1978, 1992, 

"Menimbang bahwa karena Akta Jual Beli (AJB) yang diajukan ofeh Para 
I 

Halaman 70 yang menyatakan bahwa : 

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan 

Putusan Halaman 70 

Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru sebagaimana yang terdapat pada 

IV. Bahwa Pembanding/Penggugat menganggap Pertimbangan Hukum Majelis 

persidangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Pertama sudah sangat tepat penerapan hukumnya berdasarkan fakta-fakta 

Bahwa dengan demikian, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat 

bukti surat tersebut. 

berwenang dengan luas tanah yang masing-masing tertera di dalam bukti- 

yang sudah cukup lama oleh ~ara Tergugat/Terbanding dengan bukti 

Peralihan Hak maupun Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat yang 

bahwa Tanah Sengketa tersebut telah dikuasai dan ditempati dengan waktu 

Tergugat/Terbanding di depan persidangan sudah sangat jelas menandakan 

Bahwa secara fakta berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para 

Tanah Sengketa tersebut dari Pemilik sebelumnya. 

Tergugatrrerbanding sudah menjadi Pihak Kedua atau Ketiga dalam membeli 

dan menempati tanah tersebut. Dalam hal ini, sebagian Para 

sebelumnya karena Pemilik sebelumnya telah mendapatkan kekastian Fukum 

berupa Peralihan Hak dari Pemkot Makassar. Artinya Pemili~ium~ya 
~ 

berhak menjual kepada Para Tergugatrrerbanding yang sekarang menguasai 
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bahwa Bukti Penggugat (Vide Bukti P-1) yakni Buku Rincik sudah tidak 

Bahwa Pembanding harus membaca dan memahami isi putusan dengan 

cermat dan teliti, karena dijelaskan dalam Pertirnbanqan Hakim sebelumnya 

pada tahun 1977. 

mulanya adalah Tanah Adat (Tanah Konversi) yang dikuasai secara turun 

temurun dari Pemiliknya sebelum menjual kepada Orang Tua Penggugat 

Penggugat (Vide Bukti P-1) membuktikan bahwa Tanah Sengketa asal 

penguasaan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat setelah terbitnya UUPA 

tanggal 24 September 1960. Sementara bukti surat yang diajukan oleh 

tahun 1964 dan seterusnya, hal ini secara fakta nienunjukkan bahwa terbukti 

menguasai Tanah Objek Sengketa berdasarkan dengan Bukti Surat sejak 

Bahwa menurut Pembanding/Penggugat, Pertimbangan Hukum Majelis 

Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru karena secara fakta Para Tergugat 

penerapan hukumnya dengan judex facti di persidanqan. 

sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun sudah sangat tepat dan benar 

mengenai Penguasaan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat/Terbanding yang 

Bahwa dari uraian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama 

sengkets yang dikuasai oleh Para Tergugat. 

untuk memperoleh hak milik ~tas tanah tersebut dengan jalan daluarsa, 

dengan demikian Para Tergugat telah dapat membukiiken bahwa tanah 

ber/angsung lebih dari 20 (dua puluh) tahun sehingga dapat dipergunakan 

yang berupa Akta Jual Beli dengan Penguasaan Tanah Sengketa yang sudah 

ads yang didassrkan psda bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik, ada 

tersebut, dapat diketahui bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa 

menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan se/uruh pertimbangan 

Bahwa pada pokoknya, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama 

Bukti k~ Empat kitab ini" .... 

selama waktu yang ditentukan Undang-Undang dan menuru\.\yar[syarat 
\ 

beserta cara membeda-bedakannya seperti termaktub dalam Bab Ketujuh 
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sudah terbiasa dalam dunia peradilan masih kurang memahami atau belum bisa 

Sungguh sangat disayangkan apabila Kuasa Pembanding/Penggugat yang 

dapat diartikan bahwa Putusan Judex Facti telah konsisten dan sangat tepat. 

hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan. lni 

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sungguh sangat sitematis, runut dari awal 

dalam putusan judex facti. Sebab apabila dibaca dengan perlahan dan seksama, 

letak tidak konsistennya dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap 

uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berfikir logis menurut hukum (logika 

hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) kare'na tidak menguraikan dimana 

sampaikan bahwa PEMBANDING sangat emosional dan hanya menyampaikan 

• Bahwa perlu TERBANDING I, II, Ill, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX 

fakta persidangan. 

Keempat, terlalu berbelit-belit dan mengulang-ngulang apa yang menjadi inti 

keberatannya serta terkesan mengada-ngada yang bertentangan dengan 

Memori Banding nya, mulai Keberatan poin Pertama hingga Keberatan poin 

Bahwa dari beberapa uraian keberatan Pembanding yang dituangkan dalam 

menguasai tanah objek sengketa lebih dari 20 (dua puluh) tahun. 

Hukum sudah sangat relevan , dimana Para Tergugat/Terbanding telah 

Perdata yang menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama 

sudah sangat tepat dan benar diterapkan dalam Perkara ini karena Fakta 

Bahwa Penerapan Pasal 610 dan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pemiliknya sebelum menjual kepada Orang Tua Penggugat pada tahun 1977. 

adalah Tanah Adat (Tanah Konversi) yang dikuasai secara turun temurun dari 

menjelaskan dan menguraikan secara jelas bahwa asal mula tanah tersebut 

Penggugat/Pembanding di persidangan sebanyak 2 (dua) orang itu, tidak 

mengetahui riwayat tanah sengketa tersebut karena Saksi tidak dapat 

yang Fakta Saksi Sementara pengantarnya. 

Penggugat/Pembanding juga tidak 

yang tertulis di dJ1ln:,ya r. dan i 
~\ j . . ' 

memberikan penjelasan di 1?,i~rn ·surat :: 
~~ <r: 

oih~Trkan 

terbaca dengan jelas apa 
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1. Penggugat tidak menjelaskan luas tanah yang dikuasai maslnq-rnaslnq Tergugat, 

sedangkan Penggugat menuntut supaya Para Tergugat dihukum membayar ganti 

alasan-alasan sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa Para Termohon banding yang semula Para Tergugat 

mengajukan eksepsi yang intinya gugatan tidak jelas dan kurang pihak dengan 

Termohon banding yang semula Para Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut. 

pertimbangan tersebut, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama harus 

dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Para 

yang semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan 

hukum Pengadilan tingkat pertama yang menolak eksepsi Para Termohon banding, 

Tentang Eksepsi : 

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mernperhatikan pertimbangan 

berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono). 

Dan atau apabila Majelis Hakim Tinggi Makassar yang menangani Perkara ini 

dalam perkara ini serta Perkara Banding. 

3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul 

102/Pdt.G/2018/PN.Mks pada Tanggal 19 Maret 2019; 

Makassar Nege_ri Nomor: Pengadilan Putusan 2. Menguatkan 

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya; 

Makassar berkenan memutus Perkara in~ dengan Amar Putusan sebagai berikut : 

sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini TERBANDING/TERGUGAT I, II, 111, 

VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi 

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding 

hukum dalam perkara ini. 

sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu 

juga pertimbangan Tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa 

Hakim Pengadilan Negeri Makassar di dalam Pertimbangan Hukumn.ya-telah 

I G (1-· :i\\ 
membaca dengan baik Putusan Pengadilan; \,:; '· .• r , -.,:1 
Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum bahwa Pu\~a:ry~ Maj71is ;: 

·~~ . .' ... ., .. · 
• 
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-ergugat terjadi kesalahan, sehingga tidak sesuai dengan nama yang terdapat dalam 

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat VII, IX, XI menuliskan nama Para 
I 

xecuali orang tersebut benar menguasai tanah sengketa setelah adanya gugatan di 

II 
=>en gad i I an;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

outusan tidak dapat dilaksanakan terhadap orang yang menguasai tanah tersebut, 

Jikuasai ahli warisnya tidak digugat, mengakibatkan gugatan tidak jelas, Eksekusi 

cernama LIANG SENG T JIE dan JEMMY YAPARI sudah meninggal dunia, tanah 

---) Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat Ill dan Tergugat XVIII orang 

-,elakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat;------- 

Jas tanah yang dikuasainya masing-masing Tergugat, apabila betul Para Tergugat 

. ang harus dibayar Para Tergugat tidak bisa ditentukan, dengan tidak diketahuinya 

·anah yang dituntut Penggugat pada masing-masing Tergugat. Besarnya ganti rugi 

jikuasai masing-masing Tergugat, hubungannya dengan tuntutan ganti rugi harga 

eksepsi yang pertama, gugatan tidak jelas, yaitu tidak menjelaskan luas tanah yang 

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding dapat menerima alasan 

orangnya. 

nama yang sebenarnya dalam kartu penduduk, berbeda nama akan berbeda 

3. Penggugat salah menuliskan nama Tergugat VII, IX, XI, yaitu tidak sesual dengan 

digugat. 

seharusnya ahli waris yang digugat bukan orang-orang yang sudah meninggal 

rugi harga tanah yang dikuasai. ! ~ · i· . ~- ,j \;) ~ ·-.' 

II~ ,. I 
2. Tergugat Lieng Beng Tjie dan Jeny MASING-MASING Tergugat 11( · ~ 1~fiJiit 

XVIII, keduanya sudah meninggal dunia, dan tanah dikuasai ahli warisnya, 



/ 
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ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;------------------------- 

Mengingat dan memperhatikan Rbg dan Pasal-pasal dari Undang-undang dan 

outusa n di bawa h i ni ;--------------------------------------------------------------------------------------- 

dalarn kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar 

dinyatakan tidak dapat diterima, maka dihukum membayar biaya perkara yang timbul 

Menimbang, bahwa karena gugatan pemohon banding yang semula Penggugat 

::>anding yang semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;---------------------------- 

eksepsi harus dibatalkan dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan pemohon 

Para Tergugat dikabulkan, maka putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak 

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Termohon banding, yang semula 

E kse psi di ka bu I kan ; --------------------------------------------------------------------------------------- 

yang mendalilkan gugatan tidak jelas dan kurang pihak beralasan hukum, maka 

Tinggi berpendapat, Eksepsi Para Termohon banding, yang semula Para Tergugat 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersbut diatas, Pengadilan 

outusan, berakibat putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan;---~---------------- 

ganti rugi, harga tanah, jika namanya berbeda dengan yang ditentukan dalam amar . 

menguasai tanah dan dipaksa untuk menyerahkan tanah sengketa atau membayar 

I 

mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan, karena orang-orang yang 

,? Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Para Tergugat tersebut, akan 

T ergugat VI I, IX, XI terse but;--/----------------------------------------------------------------------- 

tidak disangkal Penggugat dalam Eksepsinya, berarti benar apa yang didalilkan 

{ 0 ,. /r;\\ 
I ~~ . : .,· I :';- \ 

A \ ·- · · I Kartu T and a Penduduk · -----1------------------------------------------------------- ---:---- ------ ._ ,) , \ I • .. I 
,\ J . • '.· .. ; . J. . 

• • <., • -·. ~ I II 
~ Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama 3 (tiga) orang Tergu '~·~4 .. 
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JOHANIS OKTAVIANUS. S.H.,M.Hum dan H. AHMAD SEMMA, S.H. masing-masing 

kami : DR. H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, DR. JACK 

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari KAMIS, tanggal 22 Agustus 2019 oleh 

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 

3. Menolak tuntutan pemohon banding selebihnya;-------------------------------------------- 

sebesar R p. 150. 000, - ( seratus lima puluh ri bu rupiah);----------------------------------- 

yang timbul dalam ke dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding 

2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara 

diterima;-----------------------------------------------------------------------------------------~----- 

1. Menyatakan gugatan permohonan banding yang semula Penggugat tidak dapat 

Dalam Pokok Perkara : 

gugatan tidak jelas dan kurang pihak;---------------------------------------------------------- 

2. Mengabulkan Eksepsi Para Terrnohon banding yang semula Para Tergugat, 

Hu k um te rseb ut ;-------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Menyatakan Eksepsi Para Terbanding yang semula Para Tergugat beralasan 

Tentang Eksepsi : 

MENGADILI SENDIRI : 

terse but ;----------------------------------------------------------------------------------------- 

102/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 19 Maret 2019 yang dimohonkan banding 

Nomor Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar 

tersebut;-----------~----------------~-------------------------------------------------~~-----~ 

MENGADILI: 

Menerima permohonan banding dari Pembanding 

l 
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Perincian Biaya : 

1. Redaksi Rp. 10.000.- 

2. Materai. Rp. 6.000,- 

3. Pemberkasan Rp. 134.000,- 

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 

PANITERA F>ENGGANTI 

Ttd, 

NYAMBANG, S.H 

HAKIM-HAKIM ANGGOT A, HAKIM KETUA MAJ ELIS, 

Ttd, Ttd. 
DR. JACK JOHANIS OKTAVIANUS. S.H.,M.Hum DR. H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H 

Ttd, 
H. AHMAD SEMMA, S.H. 

Makassar, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara ;------------------------- 

dibantu oleh NYAMBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi 

Ketua Majelis oersarna dengan Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan 

10 September 2019 dalam sidang yang terbuka untu!< umum oleh Hakim 

selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 
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Ors. JUNAEDI, SH .• MH. 
NIP. 19611111 198203 1 003 . 

Makassar, I J- Oesember 2019 
PENGAOILAN NE GERI MAKASSAR A._ 

PANITERA t) 

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada HERIYANSA 
SOBIRIN,SH Kuasa dari Titik Firayanti (Tergugat XIX!Terbanding) atas 
permintaannya untuk yang pertama. 

Terhadap putusan tersebut pihak Kuasa Pengglffi.at telah menyatakan upaya 
hukum Kasasi pada tanggal 3 Oesember 2019. f P . 

• Muh. H.Y. Rendi,SH Kuasa dari Ors. H. Andi Syafiuddin A Achmad. MH 
• /Pembanding semula Penggugat) Pada tanggal 21 November 2019., 

• Khaeril Jalil,SH.Dkk Kuasa dari Liem Tjin Moe,Okk /Para Terbanding 
semula Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX) pada tanggal 
11 Oesember 2019. , 

• Liang Seng Tjie,Okk (Para Terbanding/semula Tergugat Ill, V, VI, XII, XVI, 
XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII) sampai saat ini belum disampaikan. 

• Heriyansa Sobirin,SH Kuasa dari Titik Firayanti (Tergugat XIX!Terbanding) 
pada tanggal 12 Oesember 2019 .• 

• Umiaty Tadjuddin Noor (Turut Terbanding semula Turut Tergugat) sampai 
saat ini belum disampaikan. 

Pemberitahuan Putusan kepada: 

Pada saat Putusan dibacakan, Tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara; 

PENGAOILAN NEGERI MAKASSAR KLAS IA KHUSUS 

Putusan Perkara Perdata No. 258/POT /2019/PT.Mks 

Putus tanggal 10 September 2019 . .,. 


